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WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA KENDARI,

bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Kendari, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
untuk melaksanakan sebagian teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat
daerah induknya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsiserta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pada
Dinas Pekerjaan Umum dan PenataanRuang Kota
Kendari;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3602),;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang
Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik

‘ Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);

9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran
Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016
Nomor 5);

11. Peraturan Walikota Kendari Nomor 41 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Kendari.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN,
c KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
KENDARI

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari sebagai unsur
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kendari.
Walikota adalah Walikota Kendari.

Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Kendari.

6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Kendari.
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7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Daerah.

8. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah
Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari.

9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisifungsi dan tugas
berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.

10. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau
kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan,
apartemen, dan asrama.

11. Sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD
adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu
kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem
Pengelolaan Air limbah Domestik kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Kendari.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik terdiri
atas :
a. Kepala UPTD;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. KelompokJabatanFungsional.

(2) Bagian Struktur Organisasi tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota
ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.




BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan air
limbah domestik berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD

menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan air limbah domestik;

b. pelaksanaan pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah domestik;

c. pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan administrasi retribusi
pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik lisan
maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

BABV
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

(1) Kepangkatan, pengangkatan, Eselonisasi dan pemberhentian dalam
jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan
diberhentikan oleh Walikota.

(3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

(4) Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada APBD Kota
Kendari dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah.



Pasal 10

Kepala UPTDwajib :

(1) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan bila terjadi penyimpangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta
memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab kepada Kepala UPTD dan menyampaikan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan
organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 10 - 10 ~ 2018
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 10~ 10~ 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KENDARI

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 46



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR :4& TAHUN 2018
TANGGAL : |o - |O 2018

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KENDARI

l KEPALA UPTD |

SUB BAGIAN

TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN I I
FUNGSIONAL
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